SALINAN

PUTUSAN

Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Hadhanah) pada

tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Lampung, 28 Oktober 1991 (umur 30

tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dr. H. Sugeng Supartono, S.H., M.H.,
Advokat/Konsultan Hukum dari TRISAKTI LAW yang
berkedudukan hukum di Gedung H Lantai 3 Kampus A
Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol,
Jakarta Barat,  berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 April 2022 vyang telah terdaftar di
Kepaniteraan dengan Nomor: 1221/IX/2022 tanggal 29
September 2022, semula sebagai Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi  sekarang & sebagai
Pembanding;

lawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Bandung, 28 Maret 1992 (umur 30

tahun), agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota
Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada
Kuasa Hukumnya Revangga William, S.H., M.H. dan
Aqil Akhdan Zahid, S.H., Para
Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, yang berkantor
di RWZ Lawfirm, beralamat di JI. RH Abdul Halim No.
la, RT 04 RW 19, Kelurahan Cigugur Tengah,
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Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor:
2194/K/2022 tanggal 21 September 2022, semula
sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA
Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor:<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA Badg,
tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram

1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR sebagian dan menolak selebihnya;

2. Menetapkan Penggugat DR (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh
(hadhanah) anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang bernama: ANAK
PERTAMA dan ANAK KEDUA dengan memberikan akses kepada
Tergugat DR (Pembanding) untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang
dan atau mengajak jalan-jalan dan menginap kedua anak tersebut
dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat DR;

3. Menghukum Tergugat DR memberikan nafkah dua anak Penggugat DR
dan Tergugat DR yang bernama: ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA
melalui Penggugat DR sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut
berusia 21 tahun (mandiri);

4. Menolak gugatan Penggugat DR selebihnya;
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu

rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat
pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022,
bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal
tersebut Putusan diucapkan oleh-Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi telah  mengajukan permohonan  banding pada hari Kamis,
tanggal 1 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding
sebagaimana tercantum dalam Akia Permohonan Banding Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA. Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya
disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal
5 September 2022 yang. diterima di Kepaniteraan Pengadilan "Agama
Bandung pada Senin, tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya
mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo

berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat dK;

- Memperbaiki . Putusan  Pengadilan. Agama - Bandung Nomor
1558/Pdt.G/2022/PA.Badg tertanggal 23 Agustus 2022 menjadi sebagai
berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dK/Terbanding
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Dalam Konvensi

1. Menerima Gugatan Penggugat dK/Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) kepada Penggugat
dK/Tergugat dR;

3. Menetapkan Penggugat dK/Pembanding sebagai Wali-Bapak dari kedua
anaknya, yaitu:

- anak, dan
anak;

4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi© Penggugat dR/Tergugat dK/Terbanding
untuk seluruhnya; Atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat
dR/Tergugat dK/Terbanding Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvakelijk
Verklaard).

- Atau sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili,
membberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas
perkara ini memiliki pertimbangan lain, maka mohon diberikan Putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan,
kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori
Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, pada hari Rabu, tanggal
14 September 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding pada tanggal 21 September 2022 sebagaimana
Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang
memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan

putusan sebagai berikut:
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1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang di ajukan
oleh Terbanding;

2. Menolak permohonan Banding beserta alasan alasannya dari
Pembanding;

3. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung
No. <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah dimohonkan untuk
diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat
dengan surat ' Nomor W10-A1/6610/HK.05/1X/2022, tanggal 22 September
2022, namun relaasnya belum diterima;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan
berkas perkara banding (inzage) pada tertanggal 16 September 2022 dan
Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan
Agama Bandung Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA Badg. tanggal 29 September
2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa
berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 September 2022 dan
Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan
Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA Badg.  tanggal 29
September 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
W10-A/3215/Hk.05/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan
bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bandung Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada
tanggal 1 September 2022, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A1/6726/HK.05/1X/2022
tanggal 29 September 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding

pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor <No.Prk>/ Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



<No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Oktober 2022 yang tembusannya
disampaikan kepada kuasa Pembanding dan KuasaTerbanding ;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing
untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus
Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Agustus 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh
kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan
oleh Pembanding pada tanggal 1 September 2022, dengan demikian
permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding
yaitu baru 9 (sembilan) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal
7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan
Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding a quo secara formil
dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat = Banding
memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam ‘perkara ini,
dimana baik pihak Pembanding maupun Terbanding, baik ‘pada Tingkat
Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada
Advokat/Penasehat . Hukum 'sebagaimana tersebut di atas dan sudah
diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal
4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbanding
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dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex
factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk
kemudian dipertimbangkan dan diputus _kembali pada Pengadilan Tinggi
Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan
mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis. Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
mendamaikan Pembanding dengan Terbanding ‘dan telah pula
melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A Syarif
Abrurrahman, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama
Bandung - yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut = dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil,
sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif
dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ~Tingkat Banding setelah
mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal
23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444
Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini utamanya
setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan
Majelis Hakim  Tingkat Pertama telah melaksanakan  dan
mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara
serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi
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pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang
perlu memberikan perbaikan amar dan tambahan pertimbangan dengan

rasionalisasi pemikiran (ratio decidendi) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung
Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tersebut, Pembanding mengajukan
keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan-dalam memori bandingnya
yang pada pokoknya ‘keberatan dengan putusan Pengadilan Agama
Bandung sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut,
Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya
mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex factie
akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan
meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang
ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah
Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan

mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan
Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih
dahulu ‘mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ' ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah,

() baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut,
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut”;
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2. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

3. Pasal 105 Kompilasi-Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:

“‘Dalam hal terjadi perceraian:

(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur
12 tahun adalah hak ibunya,;

(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan
hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
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e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),
dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal eksepsi, karena Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena
itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum
yang benar, objektif dan adil dalam pokok perkara tentang hak asuh anak
(handhanah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama  telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding, dengan tembahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: "Akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak
berkewajiban memelihara. dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,
bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya
tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam
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dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan
anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian dalam
Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah
anak menjadi tanggungan ayah -menurut. kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri
(21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan
ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan
anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, 'bahwa demi kepastian hukum.  dan kelangsungan
tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak,
maka perlu terlebih dahulu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap
anak yang bernama Prabu Arkasetyo Ranggawuni bin Bayu Nursusetyo
Sidik, lahir di Bandung, tanggal 15 April 2016 (6 tahun 5 bulan) dan Galuh
Maheswara Erlangga Bayu Nursusetyo Sidik, lahir di Bandung, tanggal
22 Mei 2019 (3 tahun 4 bulan) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak
adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan:; “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang
dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif,
maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”.

Menimbang, bahwa Terbanding berdasarkan putusan Hakim Tingkat
Pertama dan berita acara sidang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa
Terbanding mempunyai sifat tercela dan atau melakukan kekerasan
terhadap anak-anaknya yang bernama anak, lahir di Bandung, tanggal 15
April 2016 (6 tahun) dan anak, lahir di Bandung, tanggal 22 Mei 2019 (3
tahun), bahkan sebaliknya Pembanding pernah dijatuhi hukuman karena
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melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Putusan
Pengadilan Negeri Nomor <No.Prk>/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, yang salah satu
amar putusanya berbunyi “Menyatakan terdakwa Pembanding terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan
Dalam Rumah Tangga”, karena itu hak hadhonah harus diberikan kepada
Terbanding selaku ibu kandungnya,

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terbanding selaku pemegang
hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi “Hak droit de visite” yaitu
memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai ayah
kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya
bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak
a quo dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan
anak tersebut dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan
(hadlanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh
Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan
(hadlanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan keberatan
Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi
a. Dalam Hadlonah (Pemeliharaan Anak)

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama tentang hak hadhonah (pemeliharaan anak),
dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan
tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula
mempertimbangkannya secara luas ‘dan lugas dalam konvensi,
sedangkan gugatan konvensi Pembanding ditolak, dengan menetapkan
Terbanding selaku ibunya sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas
dua anak yang bernama anak lahir di Bandung, tanggal 15 April 2016
(6 tahun 5 bulan) dan anak, lahir di Bandung, tanggal 22 Mei 2019 (3
tahun 4 bulan), karena itu tidak perlu kembali dipertimbangkan dalam
gugatan rekonvensi ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat
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dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu harus dikuatkan
dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;
b. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama tentang Nafkah untuk kedua anak
Pembanding  dan Terbanding yang bernama: anak, lahir di Bandung,
tanggal 15 April 2016 (6 tahun 5 bulan) dan anak, lahir di Bandung,
tanggal 22 Mei 2019 (3 tahun 4 bulan) melalui Terbanding sebesar Rp
4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan
kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun (mandiri), namun tidak
ada penambahan kenaikan untuk setiap tahunnya, karena itu perlu
diperbaiki termasuk jumlah nominal yang harus diberikan, sehubungan
Pembanding berdasarkan bukti P.3 berupa Slip- Gaji Karyawan maka
terbukti bahwa Pembanding dengan kedudukan sebagai Direktur Utama
PT Bogowonto Jaya Perkasa, memiliki gaji sebesar Rp 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah) per bulan, sehingga putusan tentang nafkah anak
harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih-menjadi pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian
terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan
sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
(2) Pembagian gaji-sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga
untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas
isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan
demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah adalah 1/3 dari gaji
Pembanding yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibagi
3, berarti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah anak
yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannnya, diluar biaya pendidikan
dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan
penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, karena
pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-
keberatan - Pembanding satu persatu. Hal ini < sejalan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal
14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim
Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan
pembanding satu persatu;

Menimbang, < bahwa selanjutnya berdasarkan = pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara a quo dapat
dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana
diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang
perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara baik pada tingkat
pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada
Penggugat/Pembanding

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan putusan  Pengadilan = Agama Bandung  Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 23 Agustus 2022 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, dengan

perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan ‘gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Terbanding;

2. Menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding
(Terbanding) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) kedua anak
yang bernama anak, lahir di Bandung, tanggal 15 April 2016 (6 tahun
5 bulan) dan anak, lahir di Bandung, tanggal 22 Mei 2019 (3 tahun 4
bulan) ' dengan = memberikan  akses kepada Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (Bayu Nursusetyo Sidik
bin Marsidik) untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan atau
mengajak jalan-jalan dan menginap kedua anak tersebut dengan
seizin dan sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/ Terbanding;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding
untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut pada diktum 2 di atas
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, diluar biaya
pendidikan . dan kesehatan ~sampai anak tersebut berusia
21 tahun (mandiri), dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh
persen).untuk setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvens/Pembanding pada tingkat pertama sebesar Rp 255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
lll. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama
Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal
18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444
Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Bandung ' berdasarkan - Penetapan Nomor
277/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Oktober 2022, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis' tersebut dengan didampingi para Hakim. Anggota dan dibantu
Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. Hikmat Mulyana, M.H. Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd
Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.
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Biaya Perkara:
1. Biaya Administrasi  Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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